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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Simpulan  

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai 

Efektivitas UU No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan 

Jalan Terhadap Penyalahgunaan Fungsi Trortoar Sebagai Tempat 

Berjualan Pedagang Kaki Lima di Area Stasiun Bekasi, maka dapat 

disimplkan bahwa: 

1. Teori Lawrence M Friedman yang mengenai sejauh mana 

efektifitas dari penegakan hukum bergantung dari 3 (tiga) unsur 

yaitu: substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum. 

Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan terbukti sesuai, artinya UU tersebut menjadi 

kurang Efektif dengan adanya ketidaktegasan dari aparat penegak 

hukum, kurangnya sarana dan fasilitas serta minimnya ketaatan 

hukum dari masyarakat kota Bekasi. Ini membuktikan bahwa UU 

No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angktan Jalan tidak 

efektif, terutama mengenai ketentuan bahwa pejalan kaki berhak 

atas ketersediaan fasilitas pendukung yang berupa trotoar, tempat 

penyeberangan, dan fasilitas lain. Kebijakan Pemerintah yang telah 

dibuat untuk melindungi hak-hak pejalan kaki kini menjadi kurang 

efektif berdasarkan fenomena-fenomena yang ada di lapangan 

seperti halnya di area stasiun Bekasi ini, bahwa pejalan kaki tidak 

lagi nyaman berjalan ditrotoar yang diman memang diperuntukan 

untuk pejalan kaki.  

2. Faktor penghambat dalam penegkan UU No 22 Tahun 2009 

Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, terutama mengenai 

ketentuan bahwa pejalan kaki berhak atas ketersediaan fasilitas 

pendukung yang berupa trotoar, tempat penyeberangan, dan 

fasilitas lain adalah perilaku masyarakatnya yang masih kurang 

tertib dan disiplin, kurangnysa sarana dan fasilitas untuk para 
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pedagang kaki lima agar dapat berjualan dengan aman dan tertib, 

kurangnya ketegasan dari aparat penegak hukum, serta 

pengendalian dari Perdanya, dan kurangnya ketaatan dari 

masyarakat untuk tidak menggunakan fasilitas trotoar sebagai 

tempat parkir atau untuk kepentingan pribadi. Hal ini menunjukan 

bahwa penegakan hukumnya dalam hal sosialisasi mengenai 

pentingnya fungsi trotoar masih kurang. 

5.2 Saran  

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai 

Efektivitas UU No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan 

Jalan Terhadap Penyalahgunaan Fungsi Trortoar Sebagai Tempat 

Berjualan Pedagang Kaki Lima di Area Stasiun Bekasi, maka penulis 

perlu memberikan saran sebagai berikut: 

1. Memaksimalkan fungsi trotoar tanpa menyingkirkan pedagang 

kakilima dapat dilakukan dengan menyediakan sarana dan fasilitas 

khusus bagi pedagang kaki lima. Pemerintah kota Bekasi juga 

sudah mempunyai Peraturan Daerah No 11 Tahun 2015 Tentang 

Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki lima. Dengan 

penataan yang dilakukan, optimalisasi tentu bisa didapatkan. 

Pemerintah bisa melakukan penataan dengan membuat area-area 

tertentu di taman. Harapannya, semua pihak saling diuntungkan 

termasuk secara tidak langsung para pejalan kaki yang bisa 

merasakan fungsi trotoar secara maskimal.  
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